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PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI 
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL  
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah periode 2012-2014). 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan  mengetahui 
pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 
dan pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal dengan 
mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Sampel dalam penelitian ini adalah 
105 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014. Metode penelitian 
menggunakan metode sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua 
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tehnik analisis menggunakan uji 
asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 
terhadap belanja modal.   
Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 
khusus, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal. 
 
Abstract 
The study aimed at providing empirical evidence and finding out the effect of 
local tax, local reribution,general alocation fund, specific alocation Fund, and 
economic growth  on the allocation of capital expenditure budget by considering all 
data collection. The sample in this study is 105 districts/cities in Central Java from 
the years 2012-2014. The method uses is saturated sampling techniques, when 
members of all populations are used as samples. Analysis tool using classical 
assumption test and multiple regression analysis. The result of this research shows 
that local tax have influence on capital expendiuture Allocation, but local 
reribution, general alocation fund, Specific alocation fund, and economic growth 
not have influence on capital expenditure alocation.  
Keywords:  local tax, local reribution,general alocation fund, specific allocation 




Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring 
dengan diberlakukan otonomi daerah.  Pemberian otonomi daerah berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan 
kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan 
membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan 
daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk 
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melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan 
ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro 2004). 
Menurut penelitian Halim (2006) dengan adanya otonomi daerah pula, 
maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi pemerintahan daerah 
(eksekutif) dengan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (legislatif). 
Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif 
dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi 
dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam 
melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. 
Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi 
sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran 
merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Menurut 
penelitian Keefer (2003) pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja 
modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan 
politik. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. 
Adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam 
penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan 
sering tidak efektif. 
Menurut Brotodiharjo (1982:2) pajak adalah iuran rakyat kepada negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya 
berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 
Menurut penelitian Adam (2012) pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang 
pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi 
secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
Menurut Suparmoko (2001:85) retribusi daerah adalah pungutan daerah 
sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau  
badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian 
atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk 
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung 
maupun tidak langsung (Riwu, 2005:171). 
Menurut penelitian Yani (2008) dana alokasi umum adalah dana yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakoasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut penelitian 
Solikin (2010) pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum untuk 
memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. 
Menurut penelitian Erlina (2012) dana alokasi khusus merupakan alokasi 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota 
tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus 
dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah 
tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, 
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 
masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong 
percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008:137-138). 
Menurut penelitian Sukirno (1996) pertumbuhan ekonomi adalah proses 
kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. 
Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan 
pembangunan. Menurut penelitian Simon (2000) pertumbuhan ekonomi adalah 
kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 
semakin banyak jenis barang-barang ekonomi untuk penduduknya. Pertumbuhan 
ekonomi yang berarti perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk 
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meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja 
baru (Boediono, 2010:28). Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan 
ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. 
 
2. METODE 
2.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu 
penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 
terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel atau populasi atau angka. 
Di dalam penelitian ini, hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi pajak 
daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
alokasi belanja modal pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data 
penelitian ini diperoleh dari BPS dan DJPK selama periode 2012-2014. 
2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2012-2014. Penentuan jumlah sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, yang berjumlah 105 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2012-2014. 
2.3 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu  
diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan 
dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2010:137). Dalam hal ini yang diperlukan 
antara lain data pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK bersumber dari 
APBD DJPK, data pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari BPS periode 
2012-2014. 
2.4 Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu  
diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan 
dicatat oleh pihak lain. Menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan 
mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan sumber-
sumber lain dan Metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk 
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memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam 
bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. 
2.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 
2.5.1 Belanja Modal (Variabel Dependen) 
Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 
satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya 
akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya 
pemeliharaan. variabel ini diukur dalam satuan jutaan rupiah melalui 
besarnya realisasi belanja modal daerah kabupaten/kota pada setiap tahun 
anggaran. 
2.5.2 Pajak Daerah (Variabel Independen) 
Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 2.5.3 Retribusi Daerah (Variabel Independen) 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
2.5.4 Dana Alokasi Umum (Variabel Independen) 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
2.5.5 Dana Alokasi Khusus (Variabel Independen) 
Dana Alokasi Khusus  merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai 




2.5.6 Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Independen) 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang 
terus menerus dalam jangka panjang kemampuan suatu negara untuk 
menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi untuk 
penduduknya. 
2.6 Metode Analisis Data 
Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh pajak 
daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana aloksai khusus, dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal. Sehingga analisis regresi 
linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
        BM = a + b1PD + b2RD + b3DAU + b4DAK + b5PE + e 
  Keterangan: 
        BM     = belanja modal 
        a        = bilangan konstanta 
        b        = koefisien regresi  
        PD      = pajak daerah 
        RD     = retribusi daerah 
        DAU              = dana alokasi umum 
        DAK           = dana alokasi khusus 
        PE               = pertumbuhan ekonomi 
        e        = error 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas 
Hasil pengujian normalitas diperoleh bahwa besarnya nilai Kolomogorov-
Smirnov sebesar 1,240 dengan nilai probabilitias (p-value) sebesar 0,092. 
Simpulan dari hasil perhitungan tersebut adalah bahwa nilai probabilitas 
0,092 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model 
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dalam penelitian ini memiliki data yang normal, sehingga model penelitian 
dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. 
3.1.2 Uji Multikolinearitas 
Hasil pengujian multikolinearitas diperoleh bahwa tidak terjadi adanya 
multikolinearitas, karena nilai VIF semua variabel kurang dari 10, sedangkan 
Tolerance Value di atas 0,10.  
3.1.3 Uji Heterokedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa semua variabel 
menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat semua 
variabel bebas dari uji heteroskedastisitas. 
3.1.4 Uji Autokorelasi 
Hasil persamaan diperoleh  1,571  1,950   1,780. Nilai DW hasil regresi 
adalah sebesar 1,950 yang berarti lebih besar dari nilai batas bawah, maka 
koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini bebas dari uji autokorelasi. 
3.2 Uji Hipotesis 
3.2.1 Regresi Linier Berganda 
 Besarnya nilai konstanta +6875,479. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi, 
diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka besarnya variabel belanja 
modal yang diukur adalah sebesar 6875,479. 
 Besarnya nilai koefisien variabel pajak daerah (PD) sebesar +0,184. Hal ini 
berarti semakin tinggi pajak daerah, maka akan meningkatkan belanja 
modal. Sebaliknya semakin rendah pajak daerah, maka akan menurunkan 
belanja modal. 
 Besarnya nilai koefisien variabel retribusi daerah (RD) sebesar -0,107. Hal 
ini berarti semakin tinggi retribusi daerah, maka akan menurunkan belanja 
modal. Sebaliknya semakin rendah retribusi daerah, maka akan 
meningkatkan belanja modal. 
 Besarnya nilai koefisien variabel dana alokasi umum (DAU) sebesar 
+0,003. Hal ini berarti semakin tinggi DAU, maka akan meningkatkan 
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belanja modal. Sebaliknya semakin rendah DAU, maka akan menurunkan 
belanja modal. 
 Besarnya nilai koefisien variabel dana alokasi khusus (DAK) sebesar 
+0,120. Hal ini berarti semakin tinggi DAK, maka akan meningkatkan 
belanja modal. Sebaliknya semakin rendah DAK, maka akan menurunkan 
belanja modal. 
 Besarnya nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar         -
0,007. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan 
menurunkan belanja modal. Sebaliknya semakin rendah pertumbuhan 
ekonomi, maka akan meningkatkan belanja modal. 
3.2.2 Uji F (Ketetapan Model) 
Hasil Uji F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 26,132 lebih 
besar dari Ftabel yaitu 2,45 (Fhitung 26,132 > Ftabel 2,45) dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal. Hal ini juga 
berarti bahwa model regresi yang digunakan fit of goodness. 
3.2.3 Uji T 
 Pajak daerah terhadap belanja modal 
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel IV.9 diketahui 
bahwa pajak daerah (PD) mempunyai thitung sebesar 5,930 lebih besar dari 
ttabel sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih 
kecil dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
pajak daerah berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap belanja 
modal, dengan demikian H1 diterima. 
 Retribusi daerah terhadap belanja modal 
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel IV.9 diketahui 
bahwa retribusi daerah (RD) mempunyai thitung sebesar -0,899 lebih kecil 
dari ttabel sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,371 lebih 
besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
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retribusi daerah tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) 
terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H2 ditolak. 
 Dana alokasi umum terhadap belanja modal 
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel IV.9 diketahui 
bahwa dana alokasi umum (DAU) mempunyai thitung sebesar -0,284 lebih 
kecil dari ttabel sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,777 
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh (secara statistik tidak 
signifikan) terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H3 ditolak. 
 Dana alokasi khusus terhadap belanja modal 
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel IV.9 diketahui 
bahwa dana alokasi khusus (DAK) mempunyai thitung sebesar 1,219 lebih 
kecil dari ttabel sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,226 
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh (secara statistik tidak 
signifikan) terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H4 ditolak. 
 Pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal 
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel IV.9 diketahui 
bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) mempunyai thitung sebesar -0,319 lebih 
kecil dari t tabel sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,750 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh (secara 
statistik tidak signifikan) terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H5 
ditolak. 
3.2.4 Uji R2 
Hasil perhitungan untuk nilai R2 dalam analisis regresi berganda 
diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,554. 
Hal ini berarti bahwa 55,4% variasi variabel belanja modal dapat dijelaskan 
oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK dan pertumbuhan 
ekonomi, sedangkan sisanya yaitu 44,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 




3.3.1 Pengaruh Pajak daerah terhadap belanja modal 
Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin 
besar pula pendapatan asli daerah dengan demikian semakin besar pula peluang 
pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan belanja modal guna melengkapi 
aset tetap daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa 
pajak daerah dapat digunakan sebaik baiknya untuk keperluan daerah dalam hal 
pemenuhan kebutuhan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 
menyatakan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan 
pemerintah Kabuaten/Kota di Jawa Tengah dapat mengalokasikan pajak daerah 
sebagai sumber penting untuk pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian Budi dan Handayaningrum (2011),  Renidia (2014) 
dan Dian (2014) yang membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap 
belanja modal. 
3.3.2 Pengaruh Retribusi daerah terhadap belanja modal 
Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal dimana 
hal ini berarti kurang optimalnya penggalian dan pengelolaan sumber daya yang 
dimiliki pemerintah Kabuaten/Kota di Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan 
pendapatan asli daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih 
mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah masing-masing untuk menambah 
pendapatan asli daerah termasuk mengoptimalkan hasil retribusi daerah sehingga 
dapat berdampak baik terhadap belanja modal. Rendahnya sumber pembiayaan 
pemerintah dalam pembangunan daerah menyebabkan anggaran belanja modal 
menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Budi dan 
Handayaningrum (2011), Sandry, Kalangi dan Krest (2013) yang membuktikan 
bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 
3.3.3 Pengaruh Dana alokasi umum terhadap belanja modal 
DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi 
salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bertolak belakangnya 
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antar dana alokasi umum dan belanja modal dalam penelitian ini karena alokasi 
dasar perhitungan dana alokasi umum digunakan untuk memenuhi belanja 
pegawai sehingga ketika dana alokasi umum meningkat maka belanja pegawai 
meningkat sehingga akan berdampak turunnya belanja modal. Hasil penelitian 
ini konsisten dengan penelitian Dini dan Novita (2011) yang membuktikan 
bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.. 
3.3.4 Pengaruh Dana alokasi khusus terhadap belanja modal 
DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. 
Alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan 
wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK 
terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastuktur irigasi, 
infrastruktur air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, 
pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan. DAK tidak memerlukan dana yang 
cukup besar, berbeda dengan belanja modal yang memerlukan dana yang cukup 
besar, sehingga DAK tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal 
karena DAK ini merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat ke 
pemrintah daerah untuk membiayai atau unuk pembiayaan dari pengeluaran-
pengeluaran daerah yang bersifat khusus seperti pembiayaan sarana dan 
prasarana fisik daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Budi dan 
Handayaningrum (2011), Deva dan Shiddiq (2011) yang membuktikan bahwa 
DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 
3.3.5 Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal 
Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting 
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong 
pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dengan mengelola sumber 
daya yang ada dan  mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam 
daerah tersebut, namun dalam kenyataannya pemerintah daerah kurang 
mengoptimalkan dan mengembangkan potensi lokal. Pertumbuhan ekonomi 
yang rendah akan berdampak pada sektor investasi modal swasta maupun 
pemerintah menurun. Hal ini yang mengakibatkan kurang leluasanya pemerintah 
daerah menyusun angaran belanja modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
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penelitian Dini dan Novita (2011), Deva dan Shiddiq (2011) yang membuktikan 
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 
 
4. PENUTUP 
Adapun simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Variabel 
pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi yang lebih kecil (0,000) dibandingkan level of significant 
(0,05), sehingga hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima; Variabel retribusi 
daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi yang lebih besar (0,371) dibandingkan level of significant 
(0,05), sehingga hipotesis H2 dalam penelitian ini ditolak; Variabel DAU tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
signifikansi yang lebih besar (0,777) dibandingkan level of significant (0,05), 
sehingga hipotesis H3 dalam penelitian ini ditolak; Variabel DAK tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
signifikansi yang lebih besar (0,226) dibandingkan level of significant (0,05), 
sehingga hipotesis H4 dalam penelitian ini ditolak; Variabel pertumbuhan 
ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi yang lebih besar (0,750) dibandingkan level of significant 
(0,05), sehingga hipotesis H5 dalam penelitian ini ditolak. 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya 
sebaiknya memperluas lokasi atau menambah sampel penelitian yaitu tidak 
hanya Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah; Bagi peneliti selanjutnya 
sebaiknya menambah tahun pengamatan tidak hanya tiga tahun pengamatan, 
melainkan tahun pengamatan yang lebih diperpanjang, maka akan semakin 
besar kesempatan untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih baik; 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji beberapa variabel lainnya 
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